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 ABSTRAK   

Jaminan keamanan hakim di Indonesia telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung pada Pasal 7 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3). Pada saat sekarang ini hakim di Indonesia masih banyak 

mendapatkan tindakan yang dapat mempengaruhi keselamatan hakim. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa fakta dilapangan. Dapat dilihat dalam faktor teror dan 

ancaman yang di alami oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim yang 

menjalankan tugasnya di bawah naungan rasa takut akibat ancaman dan teror dapat 

secara langsung maupun tidak langsung mengganggu independensi hakim dalam 

memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya. Pada pembahasan skripsi ini akan 

dibahas. Permasalahan yang dibahas terdiri atas: 1) Bagaimana Penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan pelaksanaan tugas 

hakim? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2012  terkait jaminan keamanan hakim? 3) Apa saja upaya dalam 

menanggulangi kendala yang  dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan hakim? Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen kepustakaan yang ada 

kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  94 Tahun 2012 Tentang Hak 

Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait 

Jaminan Keamanan  Pelaksanaan Tugas Hakim tidak sesuai dengan Peraturan yang 

sudah ada, dikarenakan ada beberapa hal yang belum terlaksana: 1. Pengamanan di 

luar persidangan atau di luar Pengadilan terhadap hakim belum terlaksana sebagai 

mana mestinya. 2. Perlindungan terhadap keluarga Hakim juga belum terlaksana. 

 

 

Kata kunci: penerapan peraturan pemerintah, jaminan keamanan hakim. 

 



 

 

 


